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ABSTRAK 

 

KEBIJAKAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG  

BERORIENTASI UNTUK MENGURANGI OVER CAPACITY  

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

 

Oleh 

NADIA SAFIRA RINALDI 

Maraknya tindak pidana yang dilakukan di Indonesia sejalan dengan peningkatan 

jumlah narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan sehingga berdampak 

pada over capacity. Oleh karena itu, peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak 

hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan dampak yang baik terhadap hukum 

pidana yang berlaku khususnya dalam mengurangi over capacity Lembaga 

Pemasyarakatan. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

bagaimanakah kebijakan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap 

penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk mengurangi over capacity 

Lembaga Pemasyarakatan dan hambatan apa yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya 

penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk 

mengurangi over capacity Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang 

bersifat deskriptif dengan sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan 

data sekunder yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode 

pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian data dianalisis 

secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jaksa Agung telah mengeluarkan Peraturan 

Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan 

Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan 

Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. 

Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum dalam 

penanganan perkara tindak pidana narkotika, optimalisasi penanganan perkara 

tindak pidana narkotika dan merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengurangi 

over kapasitas Lapas yang selama ini di dominasi oleh narapidana narkotika. 

Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap 

penyalahguna narkotika pada dasarnya terletak pada faktor hukum/subtansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum yang mana hambatan ini timbul dikarenakan 

adanya peristiwa atau kasuistis di lapangan yang terjadi berbeda-beda sehingga hal 

tersebut berpengaruh pada penegakan hukum yang akan diterapkan oleh Jaksa. 

Saran dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika seharusnya 

menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika 

dengan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan rehabiltasi medis. Selanjutnya 

ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika yang dinilai dapat memberikan celah 

hukum bagi penyalahguna untuk dikenakan sanksi penjara sebaiknya dilakukan 

perubahan dengan penerapan rehabilitasi. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahguna Narkotika, Over Capacity, 

Kejaksaan. 



 

 

 

ABSTRACT 

POLICY OF THE PROSPERITY IN LAW ENFORCEMENT AGAINST 

NARCOTICS USING ORIENTED TO REDUCE OVER CAPACITY 

CORRECTIONAL INSTITUTION 

By 

NADIA SAFIRA RINALDI 

The rise of criminal acts committed in Indonesia is in line with the increase in the 

number of convicts in Correctional Institutions, which has an impact on over 

capacity. Therefore, the role of the Prosecutor's Office as a law enforcement agency 

is urgently needed to have a good impact on the applicable criminal law, especially 

in reducing the over capacity of Correctional Institutions. The problem that will be 

examined in this research is how the Attorney's policy in law enforcement against 

narcotics abusers is oriented towards reducing the over capacity of Correctional 

Institutions and what obstacles are faced by the Prosecutor's Office in law 

enforcement efforts against narcotics abusers which are oriented towards reducing 

the over capacity of Correctional Institutions. The method used in this study is a 

normative juridical and empirical juridical approach which is descriptive in nature 

with the data source consisting of primary data, namely interviews and secondary 

data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Methods of data 

collection by interviews and literature study, then the data were analyzed 

qualitatively. 

The results of this study indicate that the Attorney General has issued Attorney 

General Regulation Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Settlement of 

Cases Handling of Narcotics Abuse through Rehabilitation with a Restorative 

Justice Approach as the Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis 

Principle. The regulation is intended as a reference for the Public Prosecutor in 

handling narcotics criminal cases, optimizing the handling of narcotics criminal 

cases and is an instrument or tool to reduce over-capacity of prisons which have so 

far been dominated by narcotics convicts. Obstacles faced by the Prosecutor's 

Office in enforcing law against narcotics abusers basically lie in legal factors/legal 

substance, legal structure and legal culture where these obstacles arise due to 

incidents or incidents in the field that occur differently so that this affects law 

enforcement to be applied by the Prosecutor. Suggestions in law enforcement 

against narcotics abusers should apply the provisions contained in Article 127 

paragraph (3) of the Narcotics Law with sanctions in the form of social 

rehabilitation and medical rehabilitation. Furthermore, the provisions contained in 

the Narcotics Law which are considered to provide a legal loophole for abusers to 

be subject to prison sanctions should be amended by implementing rehabilitation. 

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Abuse, Over Capacity, Attorney. 
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MOTTO 

 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain” 

- (H.R. Ahmad)- 

 

“Satu-satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri” 

-Franklin D. Roosevelt- 

 

“Do my best, so that i can’t blame myself for anything” 

-Magdalena Neuner- 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat telah menunjukkan kecenderungan 

yang semakin kualitatif dan sudah menjadi endemi dengan korban yang meluas, 

terutama kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Hal ini 

mendasari pemerintah untuk melakukan perubahan dari aturan yang lama yakni 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi aturan yang 

baru yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau UU Narkotika yang tidak 

hanya mengatur pengendalian dan pengawasan ketersediaan narkotika sebagai zat-

zat penunjang dunia kesehatan, tetapi juga mengatur mengenai aturan pidana dalam 

hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan 

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan melawan 

hukum apabila orang tersebut melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan sehingga harus dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam 

penanggulangan kejahatan, ada berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan 

kepada pelaku kejahatan yang dapat berupa sarana hukum pidana (penal) dan non 

hukum pidana (non penal). Efektivitas suatu pidana penjara juga dapat dilihat dari 

aspek perlindungan atau kepentingan masyarakat yang mana suatu pidana 

dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau 

mengurangi kejahatan. 
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Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh 

aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim.1 Penegakan 

hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap 

meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun pada 

kenyataannya semakin intensif penegakan hukum dilakukan, justru semakin 

meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan 

diberlakukan, tetapi kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga dapat 

diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar 

narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti 

mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.2 

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku 

penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam 

program pembangunan nasional.3 Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam 

kebijakan sosial (social policy).4 Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah 

kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), termasuk di dalamnya 

kebijakan legislatif (legislative policy). Sedangkan kebijakan penanggulangan 

 

1Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat 

Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan 

Kedaulatan Negara” Jurnal Legislasi Indonesia 14, no. 01 (2017): 1–16. 
2Maudy Pritha Amanda dkk.  Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja (Adolescent 

Substance Abuce), Jurnal Prosiding Penelitian dan PPM, Vol 4 No 2, FISIP Universitas Padjajaran 

Bandung, 2017, Bandung, hlm 341.  https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392 1 
3M Maroni, “Construction of the Bureaucratic Criminal Justice Based on the Public 

Service,” SEAJBEL–South East Asia Journal of … 7, no. 4 (2015): 33–44, 

http://repository.lppm.unila.ac.id/8768/. 
4Oksidelfa Yanto, Jurnal Hukum dan Peradilan, Peranan Hakim Dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017 hlm 259 

– 278. DOI: http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.259-278 
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kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan 

hukum (law enforcement policy).5 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan aktif dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan 

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan 

nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, 

ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan 

norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-

nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan 

antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan 

kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. 

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat wajib 

dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari tingkat 

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan 

Negeri.6 

 

5Sarwirini dan Riza, Rehabilitation of Narcotics Addicts as the Rights to Health, Atlantis 

Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol 131. 

https://dx.doi.org/10.2991/iclgg-17.2018.34   
6Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 
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Perjalanan panjang pengaturan narkotika diselimuti perdebatan pandangan antara 

pendekatan kriminal dengan pendekatan kesehatan yang memicu tarik menarik 

kepentingan dari kedua pendekatan yang berbeda tersebut. Namun apabila 

dicermati lebih dalam, pembentukan UU Narkotika menyadari harus ada perubahan 

pendekatan penanganan terhadap pengguna narkotika, yaitu dari pendekatan 

pemidanaan kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Dalam penerapannya, 

terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering digunakan Penuntut 

Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan mulai dari Pasal 111, Pasal 112, 

Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara 

perumusan dakwaan dengan bentuk dakwaan subsideritas ini membawa pengaruh 

signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga 

rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Hampir seluruh putusan hakim terhadap 

penyalahguna narkotika yang melanggar Pasal 127 UU Narkotika dijatuhi hukuman 

atau sanksi berupa pidana penjara dan hanya beberapa diantaranya saja yang 

dijatuhi hukuman atau sanksi berupa rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial.7 

Implementasi kebijakan Kejaksaan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan 

melalui aspek penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur, 

yaitu: lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/ 

diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” 

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) dilakukan sesudah kejahatan terjadi. 

Sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif 

 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 
7Sugiarto, Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law 

Journal), Vol. 7 No. 2 Juli 2018, 165-176 
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(pencegahan/penangkalan/pengendalian) yaitu dilakukan sebelum terjadinya 

kejahatan. 

Masalah over capacity (kelebihan kapasitas) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

menjadi persoalan serius dan mendesak untuk diatasi. Untuk mengurangi over 

capacity ini, penegak hukum dituntut aktif untuk mengupayakan pemberantasan 

tindak pidana narkotika dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika 

seperti dilakukannya suatu kampanye anti penyalahgunaan narkotika, sosialisasi 

bahaya penggunaan narkotika dan melakukan pengawasan serta pengendalian 

produksi dan distribusi narkotika dalam masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan 

guna mengurangi over capacity Lapas terhadap seseorang yang terlanjur 

menyalahgunakan narkotika adalah dengan menempatkannya pada lembaga 

rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Contoh kasus 

akibat dari over capacity Lapas adalah kebakaran yang terjadi pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (Lapas Tangerang) Banten, sebanyak 45 orang 

menjadi korban dalam kebakaran tersebut dan yang menjadi hal penting lagi adalah 

narapidana yang ada pada Lapas Tanggerang tersebut sebanyak 50%-nya 

merupakan narapidana narkotika.8 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian 

Hukum dan HAM (Kemenkumham), jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) dengan tindak pidana khusus berjumlah 151.303 orang per Agustus 2022 

dan dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus 

 

8Lihat https://restangsel.id/category/satker/narkoba/, diakses pada tgl 12 Desember Tahun 

2022, Pukul 05.20 WIB  

https://restangsel.id/category/satker/narkoba/


6 

 

narkotika.9 Dengan demikian dapat memberikan gambaran bahwa kejahatan 

tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan 

kehidupan sosial masyarakat sehingga untuk menyelesaikan perkara tersebut, tentu 

tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum 

yang mana satu diantaranya adalah Kejaksaan selaku penuntut umum. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian tesis ini penulis akan mengkaji 

mengenai penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang dilakukan oleh 

Kejaksaan selaku Penuntut Umum dalam mengurangi over capacity Lapas, baik 

dalam upaya penegakan hukum berupa preventif maupun dalam upaya penegakan 

hukum represif. Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, penulis merumuskan 

judul “Kebijakan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Penyalahguna Narkotika yang Berorientasi untuk Mengurangi Over Capacity 

Lembaga Pemasyarakatan”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

a. Bagaimanakah kebijakan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap 

penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk mengurangi over capacity 

Lembaga Pemasyarakatan? 

 

9https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/17/narapidana-kasus-narkoba-

mendominasi-di-lapas-

indonesia#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan%20(Ditjenpas)%20Kementerian,15

1.303%20orang%20per%20Agustus%202022. 
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b. Hambatan apa yang dihadapi Kejaksaan dalam upaya penegakan hukum 

terhadap penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk mengurangi over 

capacity Lembaga Pemasyarakatan? 

2. Ruang Lingkup 

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek 

penegakan hukum dan perlindungan hukum yang pada prinsipnya meliputi bidang 

hukum pidana. Aspek pengakan hukum yaitu dilakukan oleh penegak hukum dalam 

hal ini Kejaksaan. Sedangkan Perlindungan hukum dilakukan terhadap 

penyalahguna narkotika dan over capacity Lapas. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri 

yang menjadi subjeknya adalah Kejaksaan Negeri Tuban. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujan penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis dan memahami kebijakan Kejaksaan dalam penegakan 

hukum terhadap penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk 

mengurangi over capacity Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan 

dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang 

berorientasi untuk mengurangi over capacity Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara 

praktis, yaitu: 
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a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan 

ilmu pengetahuan hukum pidana dan dapat digunakan untuk mengembangkan 

ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana narkotika 

terhadap penyalahguna narkotika yang beorientasi untuk mengurangi over 

capacity warga binaan Lembaga Pemasyarakatan.  

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hasil 

penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna narkotika 

yang beorientasi untuk mengurangi over capacity warga binaan Lembaga 

Pemasyarakatan, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman 

mengenai materi tersebut. 
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D. Kerangka Pemikiran 

1. Alur Pikir 

Gambar 1. Alur Pikir 
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2. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai 

dengan pemikiran-pemikiran teoritis karena adanya hubungan timbal balik yang 

erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta 

kostruksi. 

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi 

yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis 

mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan 

menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep 

abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut 

yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu 

konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau 

konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis 

suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.10  

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori 

memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun 

instrumen dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma 

kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. 

 

10 Sardar Ziauddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43 
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Adapun teori yang digunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Teori Sistem Hukum 

Menurut Lawrence Meir Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum 

bergantung pada sistem hukum yakni: Substansi Hukum, Struktur Hukum atau 

Pranata Hukum dan Budaya Hukum.11  

1) Pertama, Struktur Hukum/Pranata Hukum: merupakan sistem struktural yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur 

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana 

(Lapas); 

2) Kedua, Substansi Hukum: merupakan sistem substansial yang menentukan 

bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. 

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan 

yang ada dalam kitab undang-undang (law books); 

3) Ketiga, Budaya Hukum: merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem 

hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah 

suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana 

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. 

 

 

11Lawrence M. Friedman. American Law - an Introduction, 2nd edition diterjemahkan 

Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001 
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Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin 

tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik 

dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu 

indikator berfungsinya hukum.12 

Salah satu aspek dari sistem hukum yaitu struktur hukum (legal structure) 

sebagaimana dikatakan oleh Friedman “structure is the body, the framework, the 

long-lasting shape of the system: the way courts or police departements are 

organised, the lines of juridiction, the table of organization have for”. Struktur ini 

dimaksudkan sebagai bentuk pola dan cara kerja yang tetap (from pattern and 

presistent style) dari sistem hukum itu sendiri. Ia adalah kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka 

mendukung sistem kerjanya tersebut. Dalam kerangka struktur hukum ini, dapat 

diketahui sistem hukum dalam bentuk cara kerja lembaganya, pola-pola 

administrasinya, macam kewenangan yang dimiliki, dan lain sebagainya.13 

Friedman menyamakan struktur seperti serangkaian gambar foto ketika memotret 

sistem hukum “it is what you see catch and freeze the system in a series of still 

photographs.” Selanjutnya diketahui di dalam struktur hukum terdapat aparat 

penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), sedangkan pengadilan merupakan salah satu 

institusi yang menjalankan kekuasaan negara dibidang kekuasaan kehakiman 

(yudikatif) yang fungsi operasionalnya dijalankan oleh hakim (judge), disini hakim 

 

12Lawrence M. Friedman. American Law - an Introduction, 2nd edition diterjemahkan 

Whisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 8 
13Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum 

Progresif, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm. 2-3 
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merupakan titik sentral (core) atau key actor dari kekuasaan kehakiman yang 

mempunyai peran, fungsi dan tugas memeriksa, mengadili suatu perkara.14 

b. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.15 Hukum pidana menurut 

Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam 

kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang 

bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) 

kepada yang melanggar larangan tersebut.16   

 

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi 

kenyataan.17 Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari 

penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum 

oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan 

sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.18  

 

 

14Ibid, hlm. 5 
15Ediwarman, Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di 

Indonesia, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam 

menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (equity), dan 

norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara 

penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang 

diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 8 No.1 Mei 2012: 

038-051. 
16Van Hamel dalam bukunya Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 

1986, hlm. 60. 
17Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa, 1980, 

hlm. 15. 
18Erdianto Efendi, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok 

Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, 

JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober 2018. hlm. 79-94.  
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Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut 

suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.19 Kaidah-

kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau 

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu 

bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. 

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terdapat 

ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku.20 Gangguan 

tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, 

yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang 

tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.21 

 

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang mana hal tersebut pada 

era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana apabila berbagai dimensi 

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil 

yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu 

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka 

pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai sistem peradilan pidana.22  

 

19Wisnu Jati Dewangga, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 

Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), Jurnal 

Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September 2014, hlm. 65-74. 
20Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 

34. 
21Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, “Humanistic Law Enforcement as the 

Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila” Journal 

of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22, no. 4 (2019): 1–6. 
22Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 

1994, hlm.76. 
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Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi 

pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat 

terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:23 

 

1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan 

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini 

dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-

undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam 

arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap 

Kebijakan Legislatif; 

2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum 

pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga 

Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan 

perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. 

Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan 

teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai 

tahap yudikatif; 

3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret 

oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana 

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah 

ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang 

 

23 Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal 

Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64-79.  
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telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- 

undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai 

keadilan suatu daya guna. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap eksekutif. 

 

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu 

upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan 

pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga 

tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Pertama, tahap 

formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih 

nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan 

datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam 

arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap 

penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai 

pengadilan, disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi, 

yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat-aparat 

pelaksana pidana hal ini juga dapat disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif. Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung 

tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, 

yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang 

dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.24 Yang kedua adalah 

 

24Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana 

Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV (Agustus, 2013), pp. 201-224. 
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kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana dan 

kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.25 

 

c. Teori Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye dalam Edi Suharto menjelaskan bahwa kebijakan publik 

adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan26 

dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada 

tujuannya (objeknya) karena kebijakan publik itu meliputi semua tindakan 

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah 

atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu 

yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang 

sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. Sedangkan 

kebijakan Publik menurut David Easton27 adalah alokasi nilai otoritatif untuk 

seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara 

otoritatif untuk seluruh masyarakat dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai 

tersebut. 

Kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan 

aparaturnya. Sehingga kebijakan dapat dikatakan bahwa:28 

 

25Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan 

Hukum Pidana, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30. 
26 Edi Suharto, dalam Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis mengkaji Masalah dan 

Kebijakan Sosial, 2005, Bandung Alfabeta hal. 7 
27 David easton, thepolitical syste, new york : Knopf, 1953, hal.129 
28Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara: 1997, hlm. 19 
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1) Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

2) Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat 

pemerintah. 

3) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi 

bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

4) Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan 

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. 

5) Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu 

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa 

(otoritatif). 

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering 

terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab 

pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-

permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara 

diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. 

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif 

antara para aktor pembuat kebijakan berdasarkan pada fenomena yang harus 

dicarikan solusinya.29 Menurut pendapat Subarsono, kebijakan publik dapat berupa 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan 

 

29Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan 

Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society: Jurnal Ilmu 

Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2(20), 82-95. Retrieved from 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/12425 
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Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Selain itu, 

partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan yang 

terbaik.30 

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn memiliki 3 elemen 

dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku kebijakan 

(policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). Ketiga 

elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku 

kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan namun mereka juga dapat pula 

dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.31 

Teori sistem David Easton di atas, merupakan model sederhana dari proses lahirnya 

kebijakan publik. Pembahasan dengan teori ini tidak terbatas pada satu bidang 

kebijakan publik yang akan dikeluarkan saja. Dari paparan di atas, diketahui bahwa 

sebuah kebijakan publik dapat dibuat ataupun diubah karena adanya partisipasi 

masyarakat. Hal ini mencakup semua lini, bukan hanya di input saja tetapi dalam 

proses hingga kebijakan diberlakukan dan diterapkan dalam masyarakat pun 

membutuhkan partisipasi masyarakat. Umpan balik yang positif ataupun negatif 

dapat dirasakan semua kalangan yang berhubungan ataupun tidak berhubungan 

dengan kebijakan yang dikeluarkan. 

 

30Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan 

Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan 

Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 12(2), 110-125. Retrieved from 

http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/678/830 
31Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
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Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya melihat pada 

ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-tahap 

pembuatannya. Menurut Dunn, tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 5 tahap 

yaitu: Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/ Legitimasi Kebijakan, 

Implementasi Kebijakan dan Penilaian/Evaluasi Kebijakan. 

1) Penyusunan agenda, merupakan sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki 

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan 

prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) 

sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). 

Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi 

dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.  

2) Formulasi kebijakan, merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda 

kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan yang ada. 

3) Adopsi tujuan legitimasi, merupakan pemberian otorisasi pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.  

4) Implementasi kebijakan, merupakan dampak dan kinerja dari kebijakan 

tersebut, yang mana nantinya akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat 

mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.  
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5) Evaluasi kebijakan, merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. 

Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, 

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 

evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah 

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

3. Kerangka Konseptual 

Konsep adalah merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. 

Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak 

menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian 

karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam kata-

kata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris.32 Salah satu cara untuk 

menjelaskan konsep adalah definisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka batasan 

pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penegakan Hukum adalah upaya aparat penegak hukum yang dilakukan untuk 

menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era 

modernisasi dan globalisasi agar dapat terlaksana. Berbagai dimensi kehidupan 

hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang 

didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu 

proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam 

 

32Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, hlm. 53 
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kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum 

pidana sebagai sistem peradilan pidana. 33 

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum 

sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang 

diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah 

masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan 

perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar 

hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk 

melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut 

harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. 

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan 

negara modern dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud atau 

yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya 

merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum 

dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare 

state). 

b. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya ialah suatu usaha guna mewujudkan 

peraturan perundang-undangan pidana agar dapat sesuai dengan keadaan pada 

waktu tertentu (ius constitutum) dan masa mendatang (ius constituendum) yang 

nantinya dapat memenuhi rasa keadilan dan daya upaya. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana sehingga dapat 

menanggulangi kejahatan adalah dengan adanya kriminalisasi yang erat 

 

33Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 

1994, hlm.76. 
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kaitannya dengan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah 

perumusan tindak pidana disamping masalah kesalahan atau 

pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pemidanaan. 

c. Narkoba secara etimologi adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan 

bahan-bahan adiktif. Sedangkan secara terminologi narkoba adalah obat, bahan, 

atau zat dan bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan 

atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak dan sering kali 

menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah meningkat atau 

menurun demikian pula fungsi organ tubuh lain. Pendapat ini sejalan dengan 

yang ada dalam UU RI No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, pada pasal satu 

mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman 

atau bukan tanaman baik sintetis (buatan) maupun semi sintetis (campuran) yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan 

kecanduan atau ketergantungan.34 

d. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi dari sub sistem peradilan 

pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksana pidana penjara dan 

sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagai amanat undang-

undang. Fungsi Lapas ini sesungguhnya lebih baik dibandingkan dengan fungsi 

penjara terdahulu dengan dasar hukum peraturan penjara. 

 

 

 

34Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar 

Maju, 2003, hlm. 83. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah 

penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empris. Penelitian hukum 

merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan 

pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan 

pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang 

bersangkutan.35 

2. Pendekatan Masalah  

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara 

menganalisisnya.36 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Hukum Normatif dan 

Pendekatan Hukum Empiris: 

2.1 Pendekatan Hukum Normatif 

Pendekatan Hukum Normatif menggunakan aspek asas hukum pidana dengan 

cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Cara 

 

35Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004. hlm. 32. 
36Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2004. hlm. 1. 
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mendekatkan yuridis normative adalah dengan mengkaji seluruh pertauran 

perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya terkait permasalahan 

penelitian. Selanjutnya di insersikan dengan menggunakan uraian dan analisis 

sehingga akan menemukan jawaban. Dengan demikian permasalahan yang 

akan dibahas ialah terkait dengan Kebijakan Kejaksaan dalam Penegakan 

Hukum terhadap Penyalahguna Narkotika yang Berorientasi untuk 

Mengurangi Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan. 

2.2 Pendekatan Hukum Empiris 

Pendekatan Hukum Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui 

secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum 

secara empiris dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data lapangan 

yang didapatkan dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuisioner yang 

selanjutnya data tersebut di olah dan disajikan dalam bentuk data narasi. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 

3.2. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil 

penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian 

lapangan di wilayah hukum Tuban yang dilaksanakan melalui wawancara 

dengan pihak-pihak terkait.  
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3.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

2. Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan, seperti buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan 

kebijakan hukum. 

Penentuan Narasumber yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kepala Kejaksaan Negeri Tuban 

2) Kepala Lembaga Permasyarakatan di Tuban 

3) Hakim Pengadilan Negeri Tuban 
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4) Kepolisian yang membidangi Hukum di Tuban 

5) Advokat di Tuban 

6) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu: 

a. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip 

berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana 

narkotika terhadap penyalahguna narkotika yang berorientasi untuk 

mengurangi over capacity warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-

alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari 

informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-

pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

Responden yang sudah di wawancarai dalam pengambilan data dan 

memperkuat argumentasi adalah sebagai berikut: 

1) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Tuban : Didik Yudha Aribusono 

2) Pihak Lembaga Permasyarakatan : Siswarno 
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3) Hakim Pengadilan Negeri Tuban : Uzan Purwardi 

4) Pihak Kepolisian Polres Tuban  : Sutikno 

5) Advokat     : Supriyadi 

6) Akademisi Fakultas Hukum Unila : Dr. Erna Dewi 

4.2 Pengolahan Data 

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data 

tersebut akan dikelola melalui tahapan: 

a. Editing  

Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan 

yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah 

terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 

b. Seleksi  

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk 

mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera 

dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas keselarasan data yang hendak 

dianalisis. 

c. Klasifikasi  

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah 

mengklasifikasi jawaban-jawaban para informan menurut kriteria yang 

telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan. 
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d. Penyusunan Data 

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap 

pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis 

lebih lanjut. 

5. Analisis Data 

Dalam menganalisis data terhadap data normatif maupun data empiris dianalisis 

secara kualitatif. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang 

dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan prilaku yang nyata. 

Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang 

teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman 

hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan 

dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif. 

F. Sistematika Penulisan 

Tahapan penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan panduan penulisan karya 

ilmiah yang ditentukan, akan disusun sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisi sub-bab mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan 

ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan 

metode penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan 

uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi 

yang akan dibahas. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan hasil studi lapangan dan dielaborasikan dengan studi 

kepustakaan. Uraian hasil studi tersebut kemudian di analisis secara 

kualitatif. 

IV. PENUTUP 

Berisi simpulan dari pembahasan dan saran serta temuan rekomendasi 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia 

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan 

dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (penal 

policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan 

dengan menggunakan sarana hukum pidana.37 Istilah kebijakan penal mempunyai 

pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (criminal law policy) 

dan politik hukum pidana (strafrechts politiek). Oleh karena itu, penggunaan ketiga 

istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.38 

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik 

kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum 

pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”39 Usaha 

penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah 

perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur 

substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut 

diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut 

dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di 

 

37Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya 

Bhakti, 1996), hal. 29. 
38Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII 

Press, 2014), hlm. 14. 
39Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 

2010), hlm 158. 
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dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni 

Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. 

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu 

perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak 

pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi 

merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan 

sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum 

pidana (penal policy).40 

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-

undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, 

tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan 

sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga 

membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya serta 

pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan 

pembangunan nasional. 

B. Penegakan Hukum Pidana dan Pemidanaan 

Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya dan dengan 

demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak 

dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji 

serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. 

Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada 

 

40Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 

Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 20. 



33 

 

seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan 

pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. 

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, oleh karena penegakan hukum ini 

dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui 

bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut. Dalam rangka menanggulangi 

kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada 

pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk 

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni 

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang 

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang 

akan datang.41 

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan 

keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yang mana hukum pidana 

menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara 

dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang 

bertentangan dengan hukum (on recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) 

kepada yang melanggar larangan tersebut.42 

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai bagaimana 

cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh 

 

41Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), 

hlm. 109. 
42Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 60. 
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aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah 

dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah 

dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan 

secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana). 

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. 

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur 

dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, 

sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian itu. 

Teori pemidanaan selanjutnya adalah teori penangkalan, istilah penangkalan 

merupakan terjemahan dari kata “deterrence”. Teori penangkalan mempunyai suatu 

asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam 

rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek 

untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara 

kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat 

dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu atau 

penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau 

inkapasitas seperti pengurungan atau hukuman mati. Fungsi hukum pidana dalam 

konteks penangkalan adalah bahwa ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan 
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dilaksanakan sebagai suatu pencegahan.43 Pemidanaan erat kaitannya dengan 

sanksi hukum, yang mana di Indonesia secara umum dikenal sekurang-kurangnya 

tiga jenis sanksi hukum yaitu sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, dan 

sanksi administrasi/administratif.  

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya mengatur sanksi 

pidana yang ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana badan 

atau pengekangan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati 

ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 

148 UU Narkotika. Selain itu, didalam UU Narkotika diatur pula mengenai hak dari 

penyalahguna narkotika untuk mendapatkan penyembuhan dari ketergantungan 

terhadap narkotika dengan diberikannya program rehabilitasi. 

C. Substansi Narkotika dalam Undang-Undang 

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan 

diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan 

tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini 

akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan serta 

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan 

nasional. 

 

43H. Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 

89. 
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Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang 

tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan 

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. 

Menurut Mardani, “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, 

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan 

nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek 

stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh 

Menteri Kesehatan sebagai narkotika.”44 Artinya terhadap narkotika yang 

dikonsumsi oleh para pemakai dalam memberikan keterangan yang jelas kepada 

penegak hukum harus didasarkan pada keterangan hasil laboratorium yang di 

keluarkan oleh menteri kesehatan. 

D. Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia 

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada 

hakikatnya, hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 

menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum 

dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau 

mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum 

 

44Mardani, Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80. 
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bukan merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah 

ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh 

hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan 

hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan 

hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Perhatian dan penggarapan 

perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum dan terhadap perbuatan yang 

melawan hukum tersedia sanksi. 

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika: 

a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 

dalam bentuk tanaman (Pasal 111); 

b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I 

bukan tanaman (Pasal 112);  

c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (Pasal 

113);   

d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Pasal 114);  

e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengakut, atau mentransito Narkotika Golongan I (Pasal 115); 

f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I 

untuk digunakan orang lain (Pasal 116);  

g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, 

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117);  

h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 

118);  

i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119);   
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j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (Pasal 120);   

k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II 

untuk digunakan orang lain (Pasal 121);   

l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, 

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 

III (Pasal 122);  

m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 

mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 

123);  

n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124);   

o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, 

mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125); 

p. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika 

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III 

untuk digunakan orang lain (Pasal 126); 

q. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri 

(Pasal 127);  

r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128);  

s. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika 

untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau 

menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk 

pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito 

Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika (Pasal 129);   

t. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana 

Narkotika (Pasal 130);  

u. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 131);  

v. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, 

memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, 

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu 

muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan 

tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133); 

w. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak 

melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja 

tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut (Pasal 134). 
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Uraian diatas adalah mengenai ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi 

pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila 

penanggulangan perkembangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara 

gejala masa kini yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu 

pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan 

Jaksa, di lain pihak hal tersebut merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan 

pemidanaan yang cukup sulit. 

G. Pengertian Kejaksaan, Tugas dan Wewenang dalam Undang-Undang 

Kejaksaan 

1) Pengertian Kejaksaan 

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa 

adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.45 

Sedangkan Pasal 2 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

 

45RM. Surachman, Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Asas Oportunitas di 

Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010, hlm.73. 
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Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan pasal tersebut, 

menyimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:46 

a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, 

bukan legislatif, dan bukan yudikatif. 

b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan 

merupakan aparat negara. 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara 

terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak 

hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung 

kepada Presiden.47 Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah 

satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan 

pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain 

yang oleh undang-undang. Fungsi Kejaksaan: 

“Aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta Pengacara 

Negara dalam Keperdataan dan Tata Usaha Negara. Aspek Preventif, berupa 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan 

penegakkan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan 

 

46Arin Karniasari, “Tinjauan Teoritis, Historis, Yuridis Dan Praktis Terhadap Wewenang 

Jaksa Agung Dalam Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum” Tesis pada Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, 2012, hlm. 3. 
47Taufiq Rahman, Dasar Teori Kewenangan Penyidik Maupun Penuntut Umum Dalam 

Menghentikan Perkara Pidana, Yuridika Vol. 25 No. 1, Januari–April 2010: 13–32 
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aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, 

penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif 

melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan 

Hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara 

tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS).” 

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas 

dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta 

memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak 

pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara 

tersebut diselenggarakan oleh:48 

1) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung 

dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, 

pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, 

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik 

Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

2) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala 

Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab 

Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan 

wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. 

 

48R.M. Surachman dan Andi Hamzah, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan 

Kedudukannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 6 
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3) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin 

oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan 

penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan 

pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada 

Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang 

dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 

 

2) Tugas dan Wewenang Kejaksaan 

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka 

Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan 

terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian 

hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-

norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai 

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.49 

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara 

jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga 

terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.50 Jaksa akan 

 

49Djoko Prakoso, Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1985), hal. 89-90. 
50Soeparman Parman, 2007, Pengantar Hak Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 

Bagi Korban Kejahatan, Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 59. 
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mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka 

disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah 

tuntutannya yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, 

sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. Berdasarkan Pasal 30 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu: 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam 

pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa 

khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan 

atas nama negara atau pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan: 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
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b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari 

memimpin lembaga Kejaksaan, yaitu: 

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan 

dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan; 

b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-

undang; 

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; 

d. Mengajukan kasasi dem kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; 

e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung 

dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; 

f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan di atas, dalam penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Kebijakan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap Penyalahguna 

Narkotika yang Berorientasi untuk Mengurangi Over Capacity Lembaga 

Pemasyarakatan adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Penanganan Perkara 

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan 

Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis 

Jaksa. Regulasi tersebut dimaksudkan sebagai acuan bagi Penuntut Umum 

dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika dan untuk optimalisasi 

penanganan perkara tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh asas 

pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang mana perkara 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika 

termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke 

pengadilan guna penyelesaian secepatnya dan presisi dalam hal ketepatan 

dan ketelitian pada setiap tahap penanganan perkaranya. Regulasi ini juga 

merupakan suatu instrumen atau alat untuk mengurangi over kapasitas Lapas 

yang selama ini di dominasi oleh narapidana narkotika. 

2. Hambatan bagi Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna 

narkotika pada dasarnya terletak pada faktor hukum/subtansi hukum, 

struktur hukum dan budaya hukum. Hal ini dikarenakan hambatan ini timbul 
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dikarenakan adanya peristiwa atau kasuistis di lapangan yang terjadi 

berbeda-beda sehingga hal tersebut berpengaruh pada penegakan hukum 

yang akan diterapkan Jaksa. Adapun hambatan yang juga dialami oleh 

Kejaksaan antara lain dalam hal proses atau teknis pemberian rehabilitasi 

yang rumit dan sulit untuk dilengkapi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kebijakan hukum terhadap pemberian rehabilitasi dalam peraturan 

Kejaksaan harus lebih ditegaskan agar setiap tuntutan Jaksa 

mengedepankan sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang 

memenuhi kualifikasi. 

2. Perlu adanya perubahan terkait kebijakan yang telah dibuat oleh Jaksa 

Agung dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif 

sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa atas terjadinya hambatan-

hambatan baik yang bersifat substansi daripada kebijakan tersebut, maupun 

terhadap teknis pelaksanaannya. Ketentuan yang terdapat dalam UU 

Narkotika juga dinilai dapat memberikan celah hukum bagi penyalahguna 

untuk dikenakan sanksi penjara, oleh karena itu sebaiknya perlu dilakukan 

perubahan agar terjadi suatu harmonisasi peraturan yang ada. Selanjutnya 

ketentuan Pasal 127 UU Narkotika harus di perjelas, dan disusun aturan 

pelaksanannya. 
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